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DAFTAR ISTILAH

Bappenas: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BPS: Badan Pusat Statistik.

Bukan hutan: Tata guna lahan lainnya yang tidak termasuk
kategori tutupan lahan selain hutan.

CIFOR: Centre for International Forestry Research

Deforestasi: Penebangan tutupan hutan dan konversi lahan
secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya.  Menurut
definisi tata guna lahan yang digunakan oleh FAO dan diterima
oleh pemerintah, lahan hutan yang telah ditebang, bahkan
ditebang habis, tidak dianggap sebagai kawasan yang dibalak
karena pada prinsipnya pohon-pohon mungkin akan tumbuh
kembali atau ditanami kembali.  Deforestasi dilaporkan hanya
setelah lahan dikonversi secara permanen untuk kepentingan
lain yang bukan hutan.  Namun, citra penginderaan jauh
digunakan dalam laporan ini untuk menentukan tutupan lahan
(ada atau tidak adanya hutan) selama ini tidak memberikan
perbedaan seperti ini dan lahan yang ditebang habis telah
dilaporkan sebagai kawasan bukan hutan atau kawasan yang
dibalak.

Degradasi Hutan: Umumnya didefinisikan sebagai suatu
penurunan kerapatan pohon dan/atau meningkatnya kerusakan
terhadap hutan yang menyebabkan hilangnya hasil-hasil hutan
dan berbagai layanan ekologi yang berasal dari hutan.  FAO
mendefinisikan degradasi sebagai perubahan dalam hutan
berdasarkan kelasnya (misalnya, dari hutan tertutup menjadi
hutan terbuka) yang umumnya berpengaruh negatif terhadap
tegakan atau lokasi dan, khususnya, kemampuan produksinya
lebih rendah.  Penyebab-penyebab umum degradasi hutan
mencakup tebang pilih, pengumpulan kayu bakar, pembangunan
jalan dan budidaya pertanian.

Dephut: Departemen Kehutanan.  Lihat juga Catatan 1 dalam
laporan ini.

DFID: Department for International Development, United
Kingdom.

EPIQ/NRM: Environtmental Policy and Institutional
Strenghening Indefinite Quantity Contract/Natural Resources
Management Program.  A program of the United States Agency
for International Development (USAID).

FAO: Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions. (Organisasi Pangan Sedunia dari PBB).

HPH (Hak Pengusahaan Hutan): Izin yang dikeluarkan untuk
kegiatan tebang pilih di hutan-hutan alam selama periode
tertentu, umumnya 20 tahun, dan diperbarui untuk satu periode
selanjutnya, umumnya 20 tahun lagi.  Izin HPH ini semula
dimaksudkan untuk tetap mempertahankan hutan sebagai
kawasan hutan produksi permanen.

HTI (Hutan Tanaman Industri): Izin untuk membangun
hutan industri guna memasok kebutuhan serat kayu untuk
industri, biasanya pulp, selama 35 tahun ditambah satu periode
rotasi (umumnya 8 tahun untuk kayu pulp).  Izin ini dapat
diperbarui untuk 35 tahun selanjutnya.  Izin-izin diberikan untuk
menebang habis kawasan hutan, tetapi yang harus ditanami lagi
hanya 25 persen.  Persyaratan penanaman yang hanya sedikit
ini tidak selalu dipenuhi.  Hutan-hutan industri ini seharusnya
dibangun di atas lahan yang sudah terdegradasi tetapi dalam
praktiknya seringkali HTI ini didirikan setelah hutan alam habis
ditebang.

Hutan alami: Hutan yang terutama terdiri dari pohon-pohon
indijenus yang tidak pernah ditanam oleh manusia.  Hutan-hutan
alam tidak mencakup perkebunan.

Hutan berakses rendah: Istilah yang digunakan dalam laporan
ini untuk menjelaskan hutan primer atau hutan sekunder dewasa
yang relatif tidak terganggu oleh kegiatan manusia.  Hutan
berakses rendah didefinisikan menurut kriteria seperti jaraknya
dari jalan, sungai yang dilayari (khususnya di Kalimantan),
pemukiman penduduk, pertanian, pertambangan dan bentuk
pembangunan lainnya (variabel jarak minimum 0,5 sampai 1
km).  Hutan berakses rendah juga didefinisikan sebagai hutan
yang tidak dialokasikan untuk dimanfaatkan sebagai HPH, HTI,
atau IPK. (Lihat juga Hutan yang Diakses.)

Hutan Konservasi: Hutan yang dirancang untuk perlindungan
hidupan liar atau habitatnya, biasanya berada di dalam taman-
taman nasional dan kawasan-kawasan yang dilindungi lainnya.
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Hutan Konversi: Hutan yang dirancang (dengan izin IPK)
untuk pembukaan lahan dan konversi permanen menjadi
bentuk tata guna lahan lainnya, khususnya industri kayu atau
perkebunan.

Hutan Lindung: Hutan yang ditujukan untuk menjalankan
fungsi-fungsi lingkungan, khususnya untuk memelihara
tutupan vegetasi dan stabilitas tanah di lereng-lereng curam
dan melindungi daerah aliran sungai.

Hutan Produksi Terbatas: Hutan yang dialokasikan untuk
produksi kayu dengan intensitas rendah.  Hutan produksi
terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana
lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Hutan Produksi: Hutan yang terletak di dalam batas-batas
suatu HPH (memiliki izin HPH) dan dikelola untuk
menghasilkan kayu.  Dengan pengelolaan yang baik, tingkat
penebangan diimbangi dengan penanaman dan pertumbuhan
ulang sehingga hutan terus menghasilkan kayu secara lestari.
Secara praktis, hutan-hutan di kawasan HPH sering dibalak
secara berlebihan dan kadang ditebang habis.



81

Perkebunan: Tanaman pertanian yang ditanam di lahan
perkebunan. Jenis tanaman perkebunan yang paling banyak
ditanam adalah karet, kelapa sawit, kelapa, coklat, dan teh.

Perkebunan: Tegakan hutan yang dibuat dengan menanam
atau/dan pembenihan dalam proses penghijauan atau reboisasi.
Perkebunan ini sering ditanami dari spesies yang diintroduksi
(semua tegakan yang ditanam), atau spesies indijenus yang
dikelola secara intensif. Perkebunan mungkin didirikan untuk
menyediakan hasil-hasil kayu (bulat, pulp) atau tanaman keras
seperti kelapa sawit dan kelapa.

Reboisasi: Penghutanan kembali yang dilakukan manusia di
suatu kawasan yang semula berhutan.

RePPProT (The Regional Physical Planning Programme
for Transmigration): Survei nasional yang mencakup kegiatan
pemetaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia
(Departemen Transmigrasi) dengan dana dan bantuan teknis
yang disediakan oleh Pemerintah Inggris.

Status Hutan Permanen: Lahan yang secara resmi merupakan
bagian kawasan hutan nasional dan berada  di bawah wewenang
Departemen Kehutanan. Istilah ini mengacu pada tata guna lahan
(lahan berbagai kepentingan kehutanan) dan bukan mengacu
pada tutupan lahan (lahan yang ditumbuhi pohon). Oleh karena
itu lahan berstatus hutan permanen tidak sama artinya dengan
tutupan hutan.

Tebang Habis: Kegiatan menebang habis semua tegakan pohon
untuk tujuan-tujuan penebangan kayu/atau pembukaan lahan.

Tebang Pilih: Kegiatan penebangan secara selektif terhadap
spesies pohon tertentu, atau pohon dengan ukuran tertentu atau
ketentuan tertentu lainnya. Tebang pilih, tergantung pada
intensitasnya,  dapat atau tidak dapat mengakibatkan terbukanya
sebagian tajuk hutan. Bahkan intensitas tebang pilih yang sangat
rendah sekalipun mungkin mengarah pada degradasi hutan jika
pohon-pohon ditebang secara serampangan, atau dibalak secara
berlebihan dari sekitar hutan.

Tumbuh ulang: Pertumbuhan  hutan kembali di lahan yang
dibuka atau ditebang pilih dan kemudian mengalami regenerasi
secara alami.

UNEP-WCMC: United Nations Environment Programme-
World Conservation Monitoring Center.

Hutan yang sudah Diakses atau Hutan yang berakses tinggi:
Istilah yang digunakan dalam laporan ini untuk menjelaskan
hutan yang mengalami gangguan akibat kegiatan manusia.
Definisi hutan yang diakses bukan didasarkan atas ukuran
kerusakan biologis, tetapi atas dasar kriteria yang mencakup
kedekatan jaraknya dengan jalan, sungai yang dilayari
(khususnya di Kalimantan), pemukiman penduduk, pertanian,
pertambangan dan berbagai jenis pembangunan lainnya. Suatu
hutan dimasukkan dalam  kategori ini jika berada pada jarak
0,5 km dari sungai  atau 1 km dari jalan dan ciri-ciri fisik lainnya.
Hutan juga dianggap diakses jika pemanfaatannya berada di
bawah izin HPH, HTI atau IPK. (Lihat juga Hutan berakses
rendah.)

Hutan/Tutupan Hutan: Lahan di mana pohon mendominasi
tipe vegetasi di dalamnya. FAO mendefinisikan hutan sebagai
lahan dengan tutupan tajuk pohon lebih dari 10 persen dari tanah,
dan luas kawasan lebih dari 0,5 ha. Selain itu, pohon harus
mampu mencapai tinggi minimum 5 meter saat pohon dewasa.
Perlu diperhatikan bahwa 10 persen ambang tutupan tajuk
mewakili tutupan pohon yang sangat jarang; kebanyakan hutan
alam di Indonesia merupakan hutan yang tajuknya tertutup.
Pemerintah Indonesia menggunakan definisi tata guna lahan
hutan dalam berbagai golongan tata guna lahan yang terdiri dari
"Hutan Permanen" (lihat definisi tata guna hutan). Namun,
hampir 20 persen hutan yang berstatus Hutan Permanen telah
dibalak.

ICRAF: International Centre for Research in Agroforestry.

Inventaris Hutan Nasional (IHN) - NFI (National Forest
Inventory): Informasi ini diterbitkan pada tahun 1996,
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (Departemen Kehutanan)
dengan bantuan dana dari Bank Dunia dan bantuan teknis dari
UN Food and Agriculture Organization (FAO).

IPK (Izin Pemanfaatan Kayu): Izin untuk membuka lahan
guna kepentingan pendirian hutan tanaman industri, perkebunan
(misalnya, kelapa sawit), lokasi-lokasi transmigrasi, atau
berbagai program pembangunan lainnya. Tujuan IPK
sebenarnya memang untuk mendirikan perkebunan, tetapi
kadang dilakukan karena kayu bulat yang dipanen dari
pembukaan lahan nilainya lebih tinggi. Kayu yang ditebang dari
IPK sekarang menyediakan pasokan utama dan semakin
meningkat jumlahnya untuk memasok kayu bulat di Indonesia.

IUCN: World Conservation Union

Kayu bulat: Semua kayu alami yang diperoleh dengan
menebang atau bentuk-bentuk pemungutan lainnya. Komoditas-
komoditas yang dihasilkan dari kayu bulat meliputi kayu
gergajian dan kayu-kayu halus, pulp, panel-panel dari kayu,
hasil-hasil kayu olahan lainnya, kayu bulat lainnya untuk
industri-industri (termasuk pitprops) dan kayu bakar.

Konsesi: Suatu kawasan hutan alam yang dirancang untuk
ditebang pilih atas dasar izin HPH. Hutan seperti ini juga dikenal
sebagai Hutan Produksi.

Penghijauan: Penanaman suatu kawasan lahan yang sengaja
dilakukan oleh manusia di kawasan yang sebelumnya bukan
berupa hutan, atau tidak pernah berhutan sama sekali.

KEADAAN HUTAN INDONESIA
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CATATAN

1 Sampai tahun 1996, Departemen ini bernama Departemen
Kehutanan.  Dari tahun 1996-2000, namanya berubah
menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan
(Dephutbun).  Pada bulan Agustus 2000, setelah Kabinet
baru dibentuk dan Dephutbun disatukan dengan
Departemen Pertanian dan namanya diubah menjadi
Departemen Pertanian dan Kehutanan.  Nama ini hanya
berlaku tiga bulan, dan kemudian diganti kembali menjadi
Departemen Kehutanan.  Untuk memudahkan, dalam
laporan ini kami menggunakan "Departemen Kehutanan".

2 Jumlah biomassa yang dilaporkan oleh FAO mengacu kepada
vegetasi yang mati dan hidup di atas tanah.  Penghitungan
ini tidak mencakup biomassa di bawah tanah, seperti
struktur akar, atau karbon organik yang terdapat di dalam
tanah.  Estimasi simpanan karbon yang dihitung dalam
laporan ini didasarkan pada asumsi bahwa sekitar setengah
bobot biomassa adalah air, dan sekitar setengah bobot
kering biomassa adalah karbon.

3 Beberapa kelemahan umum dan jebakan potensial dalam
berbagai studi valuasi ekologi diringkas dalam tulisan
Doug Sheil dan Sven Wunder, "The value of tropical for-
est to local communities: complications, caveats and cau-
tions." Dalam Ecological Economics yang akan terbit.

4 Angka  6,6 juta ha ini sesuai dengan angka yang diidentifikasi
oleh set data PI/Bank Dunia sebagai hutan, tetapi oleh
Inventarisasi Hutan Nasional diidentifikasi sebagai lahan
perkebunan.

5 Enam kategori kawasan lindung menurut  IUCN adalah: I.a
Cagar Alam: Kawasan lindung yang dikelola khususnya
untuk kepentingan ilmu pengetahuan; I.b Suaka Alam:
Kawasan lindung yang dikelola khususnya untuk
perlindungan alam; II Taman Nasional: Kawasan lindung
yang dikelola khususnya untuk konservasi ekosistem dan
rekreasi; III Monumen Alam: Kawasan lindung yang
dikelola untuk kepentingan konservasi ciri-ciri alami suatu
kawasan; IV Kawasan Pengelolaan Habitat/Spesies:
Kawasan lindung yang dikelola khususnya untuk
konservasi melalui intervensi pengelolaan; V Kawasan
Lindung Alam/Laut: Kawasan lindung yang dikelola
khususnya untuk kepentingan konservasi dan rekreasi di
laut/alam; VI Kawasan lindung untuk pengelolaan sumber
daya alam: Kawasan lindung yang dikelola untuk
pemanfaatan ekosistem alami secara lestari.
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